SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang: a. bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh akses
air minum yang aman dan berkelanjutan dalam rangka
mewujudkan kualitas hidup yang baik menuju kesejahteraan
masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan
Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Rencana Induk sistem Penyediaan Air Minum Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum Tahun 2025-2045;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5802);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32);

9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Menetapkan:

11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Air
Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1154);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun
2014 tentang Kesehatan Lingkungan,;

Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024
Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.



10.

11.

12.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang
pekerjaan umum.

Perangkat Daerah adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif.

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat
RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang 20 (dua puluh) tahun yang
merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan
perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air
minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat
komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku
adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air hujan dan air
laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan
satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan
pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses
dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun,
memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik

(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum).

Pasal 2

Rencana Induk SPAM mencakup wilayah pelayanan air minum melalui jaringan
perpipaan yang terdapat pada lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten
dan/atau kota di dalam satu provinsi.

Pasal 3

RISPAM bertujuan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara dan Pemerintah
Provinsi dalam mengembangkan SPAM.



BAB II
JANGKA WAKTU

Pasal 4
(1) RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun
sekali.
(3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi.

BAB III
PENYELENGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 5
Penyelenggara Pengembangan SPAM adalah Pemerintah Provinsi melalui Badan
Usaha Milik Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai
kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sekaligus
sebagai pelaksana SPAM.

Pasal 6
Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RISPAM dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah yang menangani SPAM dan/atau
Kelompok Kerja Air Minum/Sejenis yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

BAB IV
SISTEMATIKA RISPAM
Pasal 7
(1) RISPAM merupakan dokumen perencanaan yang terdiri atas 9 (sembilan)
bagian meliputi:
gambaran umum;
kondisi SPAM eksisting;
standar/kriteria perencanaan;
proyeksi kebutuhan air;
potensi air baku;
rencana induk dan pra desain SPAM,;
analisa dan keuangan; dan
pengembangan kelembagaan pelayanan air minum.
(2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 8
Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 26 Januari 2026

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 26 Januari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026
NOMOR 3 SERI E
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